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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan
perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang
masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib
pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut
untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber
pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan
pembangunan nasional.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang
sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai
perspektif, kemajuan indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktifitas tersebut.
Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang
pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang
dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan,
infrastruktur, telekomunikasi dan lain-lain. Disamping itu, jumlah dana yang
disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa
merupakan jumlah yang tidak dapat di abaikan dalam perhitungan-perhitungan

angka pembangunan. Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah



untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan
kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI)
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan
mandiri. Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk
memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.
Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI
dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI
hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan
Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A)
dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Ada beberapa jenis pajak penghasilan pada Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yaitu PPh
21, PPh 22, dan PPh 23. Namun yang ingin di bahas adalah PPh Pasal 22 dan
Pasal 23. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lainnya yang sehubungan dengan pembayaran atas

penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun
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swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lainnya.

Selain Pajak Penghasilan Pasal 22 adapula jenis Pajak Penghasilan
Pasal 23 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam
negeri serta BUT berdasarkan modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan hal yang penting, sama dengan pajak
yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk
mengetahui bagaimana Akuntansi Pajak Pengadaan Barang dan Jasa pada
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi
Utara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Akuntansi
Pajak Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan. Adapun
perumusan masalah yang akan di kemukakan sesuai dengan obyek kajian yang
diteliti, dan sesuai dengan latar belakang masalah, maka perumusan
masalahnya yaitu Bagaimana Akuntansi Pajak Pengadaan Barang dan Jasa
pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Sulawesi Utara ?



1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Bagaimana Akuntansi Pajak Pengadaan Barang dan
Jasa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Sulawesi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang Akuntansi
Pajak Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Sebagai tambahan
referensi khususnya di jurusan akuntansi DIII.

2. Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun
laporan akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

3. Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai Akuntansi Pajak Pengadaan
Barang dan Jasa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

1.5 Metode Analisa Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif
komparatif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan suatu praktek
akuntansi dan atau praktek perpajakan dan membandingkan dengan standar

yang berkaitan dengan materi.



1.6 Deskripsi Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi utara
a. Gambaran Umum Instansi

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk
memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-
Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat. Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan
Surat Penetapan Pemerintah No0.11/OEM tanggal 28 Desember 1946
tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari
1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang.

Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9
orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama
adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan
dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No0.94-1 telah mengumumkan
kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan
kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan
Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-
undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene
Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan
IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah N0.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948
tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang

ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta



tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD
Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat
berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No0.13/A/1950
terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat
(RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka
dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang
merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua
diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya
menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan
Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor
Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil
Administration (NICA). Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka
Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1
Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan
UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan
Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS
diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari

Algemene Rekenkamer di Bogor.



Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang
menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian
Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi
Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi
Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan
Pengawas Keuangan Rl (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan
Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan
pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan
Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960
serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-
keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga
dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka
pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195
Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No.
6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17
Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai
Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan

penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara.



Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai
Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966
Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai
Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu
diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No.
5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan
telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang
Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai
lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan
dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan
kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya
lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih
dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur
BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum
amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5).
Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi
satu bab tersendiri (Bab V11l A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan

tujuh ayat.
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Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat

Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

v/ UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

v" UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

v UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

b. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

Gambar 1.1 Daftar Nama Pejabat Struktural dan Fungsional BPK RI

Perwakilan Provinsi Sulawesi utara.
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Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
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Deskripsi Jabatan Instansi :

1. Kepala Perwakilan dan SUB Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi
Sulawesi utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah pada entitas dilingkungan pemerintah daerah
sulawesi utara yang memiliki fungsi ketertiban dan keamanan, serta
pelayanan umum pemerintah, dan unit pelaksanaan teknis daerah terkait
dilingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan
pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

2. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan  dukungan administrasi, hukum dan hubungan
masyarakat, protokoler, serta sumber daya manusia untuk kelancaran
tugas dan fungsi Perwakilan BPK RI Sulawesi utara.

a. Sub Bagian SDM , mempunyai tugas melaksanakan pengurusan
sumber daya manusia dilingkungan Perwakilan BPK RI di Sulawesi
utara dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala
Sekretariat Perwakilan.

b. Sub Bagian Keuangan , mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban
keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka
penyusunan laporan keuangan BPK dilingkungan Perwakilan BPK
RI di Sulawesi utara dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala

kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.
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c. Sub Bagian Hukum , mempunyai tugas melaksanakan pemberian
layanan dibidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan
dan informasi hukum.

d. Sub Bagian Humas , mempunyai tugas bidang kehumasan yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPK RI di Sulawesi
utara dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala
Sekretariat Perwakilan.

e. Sub Bagian Umum dan Tl , mempunyai tugas pemberian layanan
administrasi umum, teknologi informasi dan keprotokolan, serta
pengurusan sarana dan prasarana.

f. Sub Bagian Tata Usaha , mempunyai tugas menyelenggarakan
kesekretariat dan menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala

Perwakilan.

c. Aktivitas Kerja Instansi.
Badan Pemeriksa Keuangan atau di singkat BPK adalah lembaga
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki

wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tugas

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan disebutkan dalam
UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada
BAB IlI bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk

dalam bagian kesatu, isisnya antara lain adalah sebagai berikut.
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Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang
dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum,
BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar
undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan Kinerja,
keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas
sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.

Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan
hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan
Bupati/Walikota.

Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor
pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya

tindakan pidana tersebut.
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Wewenang

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB Il bagian kedua
diantaranya adalah sebagai berikut.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk
menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan
pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun
maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.

Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai
alat untuk bahan pemeriksaan.

BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR,
DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan
untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.

BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan
pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

Masih banyak tugas dan wewenang BPK yang lain berdasarkan UU
RI Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat rinci dan teliti. Selebihnya
peraturan tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan

Kinerja dari BPK tersebut.
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